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RINGKASAN

Menejemen PNS ini mengalami perubahan sangat signifikan khususnya semenjak
terjadinya reformasi pada tahun 1998. Proses reformasi tersebut telah mengakibatkan
perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di negara ini. Salah satu perubahan tersebut
adalah adanya desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri,
termasuk kewenangan mengurus urusan yang berkaitan dengan kepegawaian. Sebagai akibat
proses desentralisasi tersebut maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003,
Bupati/Walikota merupakan pejabat pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan pembinaan kepegawaian khususnya dalah hal mengangkat, memindahkan
serta memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya (Kabupaten/Kota). Disamping
itu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002, Bupati/Walikota juga berwenang
untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, kemudian berdasarkan
Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2002, Bupati/Walikota berwenang menetapkan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Disisi lain berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia Bupati/Walikota dipilih secara
langsung oleh rakyat dari pengajuan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa
Bupati/Walikota terpilih merepresentasikan partai politik yang mengusulkannya dalam
pemilihan Bupati/Walikota, Hal ini menimbulkan ambiguitas kedudukan dan peran
Bupati/Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian yang harus netral tetapi pada sisi yang
lain Bupati/Walikota adalah representasi dari partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik akibat ambiguitas kedudukan
walikota Yogyakarta sama sekali tidak nampak. Walikota dalam melaksanakan
kepemimpinan di kota Yogyakarta khususnya dalam melaksanakan pembinaan PNS sangat
memperhatikan aspek-aspek profesional, sehingga sistem karier dan sistem prestasi kerja
menjadi tolok ukur dalam memberikan penghargaan kepada PNS dilingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta. Dalam beberapa hal yang dapat dijadikan contoh adalah pengangkatan PNS
dalam jabatan struktural tidak memeprhatikan unsur senioritas atau unsur politik, namun lebih
diperhatikan pada aspek kemampuan PNS yang bersangkutan. Penckanan aspek
profesionalitas sebagaimana diamantkan oleh UU Nomor 43 tahun 1999 yang berkaitan
dengan menejemen PNS temnyata telah mendistorsi adanya potensi konflik dari ambiguitas
kedudukan Walikota H. Hery Zuhdianto, S.E.,Akt, antara representasi partai politik dengan
netralitas pejabat publik.Faktor latar belakang walikota sebagai seorang pengusaha justru
lebih menonjol dalam gaya kepemimpinan Walikota Yogyakarta dibandingkan dengan
pengaruh partai politik dimana Walikota aktif berkecimpung.

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap PNS dilingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa PNS lebih menyorot gaya kepemimpinan
Walikota dari aspek latar belakang pengusaha ini. Tidak ada satu pun PNS Pemerintah Kota
Yogyakarta yang merasakan nuansa politis dalam gaya kepemimpinan Walikota Yogyakarta
selama ini. Hal ini menimbulkan akibat positif berupa tidak adanya potensi konflik berkaitan
dengan am,biguitas kedudukan walikota tersebut, khususnya yang berkaitan dengan
pembinaan PNS, sebagaimana pernah terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Kota Depok dan
Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : Walikota, Pembinaan PNS
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